
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 08 TAHUN 2012 

TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK 

KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 

NOMOR 01 TAHUN 2014 

TAHUN 2014 NOMOROl 

LEMBARAN DAERAH 
KOTADEPOK 



a. bahwa guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah 
dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok 
Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya 
Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 

b. bahwa berdasarkan ketetentuan Pasal 79A Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, Pengurusan dan penerbitan Dokumen 
Kependudukan tidak dipungut biaya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf b, terhadap penerbitan Kartu Tanda Penduduk 
dan Akta Catatan Sipil tidak dikenakan biaya; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 
Kota Depok Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Retribusi 
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA DEPOK, 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 08 TAHUN 2012 
TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK 

DAN AKTA CATATAN SIPIL 

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 
NOMOR 01 TAHUN 2014 

TAHUN 2014 NOMOROl 
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK 



IT _ _ _ , _ _ _ _ _ '- T _ - _ - -- _ _ 'I__ 1 '1 T. __ , _ 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

1999 tentang 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3019); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3474); 

Mengingat 



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang 
Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4427); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Aclmini~tr~~i KPnPnrl11cl11k~n fT Fmh~r~n NPo-~r~ RPn11hlik 

ten tang 12 Tahun 2011 12. Undang-Undang Nomor 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5475); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 5043); 



22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk 
dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 2012 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok 
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 2013 Nomor 17); 

20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah 
Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07); 

19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Administrsi Kependudukan (Lembaran 
Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 05, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 60); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil di Daerah; 

17. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Tata 
Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik 
Indonesia; 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah 
' 



HJ. ETY SURYAHATI 
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ;io1 .! 'NOMOR ,... 

Diundangkan di Depok 
pada tanggal 7 .He:i, 2 01 4 

SEKRETARIS DAE 

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL 

Ditetapkan di Depok 
pada tanggal 7 •i 2 01 4 
WALIKOTA DEP ~- 

Pasal 1 
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2012 ten tang 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 
Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 
Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 82) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 2 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kota Depok. 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 

dan 
WALIKOTA DEPOK 

MEMUTUSKAN : 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 08 
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA 
CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AK.TA CATATAN SIPIL 

Menetapkan 


